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4 Daerah di Kalimantan Selatan Bakal Dipasang Alat Pendeteksi Bencana Pada 

Tahun 2022 

 

 
Sumber gambar: 

https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/26/4-daerah-di-kalimantan-selatan-bakal-dipasang-alat-

pendeteksi-bencana-pada-tahun-2022  

 

Karena dianggarkan pada 2022, lanjutnya, maka saat ini pihaknya masih dalam 

tahap pemetaan titik-titik wilayah yang rawan bencana alam. "Kami akan lakukan 

pemetaan terlebih dulu, titik-titik mana saja yang rawan bencana alam," ujarnya. 

Ditambahkan Mujiyat, empat daerah itu akan dipasang sistem tersebut karena sering 

dilanda bencana alam. Dia juga mengapresiasi Komisi I DPRD Kalsel yang akan 

mengawal pendanaan di BPBD Kalsel yang selama ini disinyalir kurang memadai. 

Karena, lanjut dia, untuk bencana ini anggarannya memang banyak yang tak terduga. 

Sementara pada sumber yang berbeda Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi 

Kalsel mengklaim Bumi Lambung Mangkurat semakin hijau. Tutupan lahan jadi 

indikatornya. Kendati begitu, nyatanya Kalsel masih kerap kebanjiran. Dalam setahun 

sudah dua kali Gubernur Sahbirin Noor menetapkan status darurat banjir. Lantas, apa 

yang salah? Mantan Direktur Walhi Nasional Berry Nahdian Furqan angkat bicara. 

“Kalsel semakin hijau namun tetap sering terjadi banjir,” sentil pria yang juga pernah 

menjabat wabup Hulu Sungai Tengah ini saat dihubungi pada Selasa (28/12). Klaim DLH 

dengan fakta di lapangan, lanjut Berry, menunjukkan bahwa presentasi peningkatan 

luasan tutupan lahan saja belum mampu memperbaiki kondisi lingkungan sampai pada 

titik kemampuannya menahan banjir. Jadi, bisa dibilang kerusakan sebelumnya cukup 

parah dan sudah mengganggu keseimbangan alam. Sehingga menurunkan daya dukung 
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lingkungan. “Bahwa mulai terjadi perbaikan dengan semakin luasnya tutupan lahan, 

namun belum sampai pada titik keseimbangan,” kata mantan direktur Walhi nasional ini. 
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saja-tak-cukup/, Kalsel Makin Hijau Tapi Kerap Banjir, Tutupan Lahan Saja Tak 
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Catatan Berita: 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana 

o Pasal 1 angka 1 menyatakan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

o Pasal 1 angka 2 menyatakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 

rehabilitasi. 

o Pasal 1 angka 3 menyatakan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik 

melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam 

bencana. 

o Pasal 1 angka 7 menyatakan Risiko bencana adalah potensi kerugian yang 

ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang 

dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, 

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

o Pasal 1 angka 8 menyatakan Tanggap darurat bencana adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 
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perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana 

dan sarana. 

o Pasal 1 angka 10 menyatakan Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua 

aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada 

wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya 

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 

pascabencana.  

o Pasal 1 angka 11 menyatakan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan 

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

o Pasal 39 menyatakan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah 

kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.  

o Pasal 40 menyatakan (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan 

barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara 

khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai 

dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. (2) Pembelian/pengadaan 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan 

harga barang/jasa. (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk: a. pencarian dan penyelamatan korban 

bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air 

bersih dan sanitasi; e. pangan; f. sandang; g. pelayanan kesehatan; dan h. 

penampungan serta tempat hunian sementara. (4) Pengadaan barang/jasa selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga 

terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai 

kewenangannya. (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling 

lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.  

o Pasal 41 menyatakan (1) BNPB menggunakan dana siap pakai yang ditempatkan 

dalam anggaran BNPB untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap 

darurat bencana. (2) BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan 

dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang 

dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. (3) Dana siap pakai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap 
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darurat bencana. (4) Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai 

diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.  

o Pasal 42 menyatakan (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau 

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g diberikan kemudahan 

terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41. (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dialokasikan secara terpisah pada anggaran BNPB. (3) Dana siap pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang 

dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4). (4) Tanda bukti 

transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau 

jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus. (5) Ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi pengelolaan dana 

siap pakai di daerah. 

o Pasal 45 menyatakan (1) Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan 

kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau 

barang yang diterima dari masyarakat. (2) Laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Presiden bagi 

Kepala BNPB; b. gubernur bagi kepala BPBD provinsi; dan c. bupati/walikota 

bagi kepala BPBD kabupaten/kota. (3) Laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada publik. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah   

o Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan 

berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan 

menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah 

kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan 

sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan 

bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.  

o Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan 

sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan 

daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian 
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bantuan sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 

masyarakat.  

o  Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 

sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang 

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau 

fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga 

non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan 

untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial.” 

o Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada 

calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; 

Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari 

kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas 

dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; 

Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau 

diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko 

Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi 

sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan 

kemiskinan, dan penganggulangan bencana.  

o Pada Pasal 25 disampaikan,   

 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar.   

 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b 

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal.   

 Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c 

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang 

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya.   
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 Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d 

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.   

 Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 

huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap 

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

yang layak bagi kemanusiaan.   

 Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 

huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.  

o Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan 

sebagai berikut:  

 Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh 

penerima bantuan sosial.   

 Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang 

yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak 

miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut 

usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang 

tidak mampu.   

 Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan 

kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak 

mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian 

kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang 

mampu.  

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non 

Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non 

Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud. 

 


